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PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Timor Sea Treaty 2002 memberikan keuntungan yang signifikan, 90%
pendapatan minyak dan gas bagi Timor Leste dalam wilayah JPDA kepada
Timor Leste, sekaligus membuka kesempatan untuk menegosiasikan kilang
minyak dan gas pada wilayah Greater Sunrise. Isu penting dan menjadi
prioritas penyelesaian sengketa batas menurut hukum internasional, tidak
dipraktekkan sejak awal negosiasi oleh kedua negara, yaitu tidak adanya
batas laut antara kedua negara. Dengan menyepakati Timor Sea Traty 2002,
batas laut yang diperjuangkan oleh Timor Leste, melalui prinsip median line
yang telah diatur dalam hukum internasional, tidak dapat diterapkan,
sehingga sangat berpengaruh terhadap pembagian pada kilang minyak dan
gas diluar wilayah JPDA.

2. Munculnya kesepakatan Internasional Unitization Agreement 2003 tidak
terlepas dari kesepakatan dalam Timor Sea Treaty 2002, yang mewajibkan
kedua negara untuk membuat suatu penyatuan eksploitasi lapangan Greater
Sunrise dan Troubadour yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan
JPDA. Dalam kesepakatan ini, kedua negara membagi prosentase
eksploitasi menjadi 20.1% bagi Timor Leste dan 79.9% bagi Australia.
Pembagian ini sebenarnya tidak merefleksikan keadilan bagi Timor Leste

karena hanya memproleh prosentasi pembagian pendapatan yang kecil.



Apabila dikaji dengan ketentuan yang ada dalam the United Nations
Convention on the Law of the Sea 1982, maka Australia tidak dapat
mengklaim kepemilikan wilayah laut menjadi miliknya karena letak kedua
kilang berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif.

3. Certain Maritime Agreement 2006 merupakan suatu perjanjian yang
mendukung kerangka kerja dari Timor Sea Treaty 2002 dan International
Unitization Agreement 2003. Dalam Certain Maritime Agreement 2006,
terdapat penambahan pendapatan pada proses hulu bagi Timor Leste, yaitu
50% eksploitasi hulu di lapangan Greater Sunrise. Artinya bahwa selain
memperolen 20.1% dari wilayah Greater Sunsrise yang masuk dalam
kawasan JPDA, Timor Leste juga memperoleh tambahan pendapatan dari
proses hulu sebesar 50%. Tetapi dalam persetujuan, penentuan batas laut
akan dinegosiasikan 50 tahun di depan, menggantikan 30 tahun dalam Timor
Sea Treaty 2002. Apabila prinsip median line diterapkan sebagai aturan
dasar tersebut, maka Timor Leste lebih berhak menguasai kawasan Greater
Sunrise. Permasalahan penting lainnya yang belum terpecahkan adalah
penarikan pipeline kawasn Greater Sunrise. Kedua negara sedang
melakukan studi kelayakan untuk menunjukkan bahwa kedua negara
memiliki kondisi yang cukup baik untuk mendaratkan saluran pipa.

4. Perjanjian perjanjian antara Timor Leste dan Australia merupakan perjanjian
internasional yang juga dipraktekkan oleh berbagai negara. Namun, Timor

Leste kehilangan banyak kesempatan untuk menentukan batas laut samapai



50 tahun ke depan, dan sekaligus kehilangan banyak pendapatan hasil

produksi di kawasan Greater Sunrise.

B. SARAN

1. Penentuan batas laut antara Timor Leste dan Australia harus dilakukan demi
kepentingan nasional masing-masing, yang berdasarkan pada hukum
internasional, dalam konteks ini the United Nations Convention on the Law
of Sea 1982, atau diselesaikan melalui proses litigasi International Court of
Justice. Penentuan batas laut melalui suatu prinsip median line adalah suatu
penyelesaian hukum yang ideal, bukan saja akan memperjelas kepemilikan
sumber kekayaan alam di wilayah Laut Timor, tetapi termasuk salah satu
syarat menjadi negara, yaitu kepemilikan wilayah tertentu seperti yang
diatur dalam the Convention on the Rights and Duties of States 1933.
Dengan kemajuan teknologi saat ini, maka dapat digunakan untuk
mendukung keputusan hukum dalam menentukan batas laut. Selain itu,
penentuan batas laut juga sangat penting karena menyangkut isu-isu lain,
seperti keamanan wilayah laut, penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan
manusia, pencari suaka, terorisme, dan lain lain.

2. Kedua negara telah sepakat untuk menunda batas laut seperti yang telah
disepakati dalam Timor Sea Treaty 2002, Internasional Unitization
Agreement 2003 dan Certain Maritime Agreement 2006, maka seharusnya
Australia harus menghormati Timor Leste dengan melakukan pembagian

yang lebih adil pada kawasan Greater Sunrise. Kawasan tersebut berada



dalam Zona Ekonomi Eksklusif, dimana negara hanya memiliki hak
ekonomis untuk memanfaatkan minyak dan gas bukan mengklaim
kepemilikan wilayah dan menerapkan full jurisdiction.

. Permasalahan pipeline harus diselesaiakan secara objektif dan adil. Isu-isu
seperti ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi Timor Leste seharusnya
tidak dijadikan komoditas komersial maupun politik. Seharunya, keputusan
penarikan pipeline harus didasarkan pada studi kelayakan yang jelas dan
transparan, serta berlandaskan pada keadilan dan keseimbangan. Jika
Australia telah mendapatkan pipeline dari kawasan JPDA, maka Timor
Leste juga harus diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan
pipeline dari kawasan Greater Sunrise, dengan alasan keadilan dan
keseimbangan.

. Perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua negara, harus
mencerminkan keadilan sesuai dengan hak dan kewajiban yang seimbang,
yang dilandasai dengan itikad baik dari masing-masing pihak. Kepentingan
ekonomi atau politik tidak boleh menjadi “panglima”. Artinya bahwa
hukum dan keadilan menjadi faktor yang penting dalam pembagian hak
kekayaan alam.

. Perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua negara menjadi
“undang-undang” bagi kedua negara, oleh karena itu harus disepakati.
Apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaian hukum harus ditempuh,
seperti yang telah diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut, atau pun

dapat diselesaikan melalui pengadilan internasional atau hukum kebiasaan



internasional. Apabila proses hukum telah berjalan, maka diharapkan kedua
negara tidak menarik diri atau menghindarkan diri dari proses hukum

tersebut.
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